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PANDANGAN UMUM 

FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

 

TERHADAP  
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

 

TENTANG  

 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 

TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 

Assalaamu’alaikum  Warohmatulloh Wabarokaatuh. 

Yth. Pimpinan Rapat  Paripurna  DPRD, sekaligus Ketua DPRD     

Para wakil dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen 

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 

Ysh. Sekretaris  Daerah, Para Asisten Sekda dan Para Staf Ahli 

Bupati 

Ysh. Sekretaris DPRD beserta jajarannya 

Ysh. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 

Ysh. Hadirin Para Undangan Rapat Paripurna Dewan, wartawan 

media cetak maupun elektronik, dan segenap masyarakat 

Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna Dewan, 

lewat siaran Radio In FM yang berbahagia. 
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Sebelum mengawali penyampaian Pandangan umum Fraksi 

Gerakan Indonesia Raya terhadap Raperda tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda 

tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji 

syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini 

Kamis, 10 November 2022 kita dapat hadir pada Rapat Paripurna 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam 

keadaan sehat walafiat. Salam sholawat semoga tercurah kepada 

junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita 

nantikan syafa’atnya di yaumul kiyamah. Aamiin YRA... 

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang 

berbahagia. 

 

Atas nama Fraksi Gerakan Indonesia Raya kami 

mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang telah 

memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk 

menggunakan mimbar terhormat ini, guna menyampaikan 

Pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda 

tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 
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Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa. 

Dalam mengawali Pandangan umum Fraksi Gerakan 

Indonesia Raya, perkenankan kami menyampaikan selamat hari 

pahlawan nasional yakni 10 November 2022. Mari kita jadikan 

momentum Hari Pahlawan ini untuk memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain dan mengisi 

kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan 

sebagai inspirasi di dalam setiap langkah kehidupan kita. 

 

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia, 

 

Selanjutnya, terkait Raperda tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan atas 

Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fraksi 

Gerakan Indonesia Raya menyampaikan pandangan sebagai 

berikut: 

1. Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  

1) Fraksi Gerakan Indonesia Raya memandang bahwa 

Raperda Sistem Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan merupakan sebuah kebutuhan dalam 
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pelayanan masyarakat serta merupakan produk hukum 

yang kami harapkan dapat memberikan manfaat yang 

baik kepada masyarakat. Dalam hal ini Fraksi Gerakan 

Indonesia Raya menyambut baik akan adanya Raperda 

Penyelenggaran Administrasi Kependudukan. Namun, 

kami juga meminta penjelasan terkait dengan proses dari 

pengurusan Administrasi Kependudukan seperti Akta 

Kelahiran, KTP dan KK yang membutuhkan waktu yang 

relatif lama. 

2) Fraksi Gerakan Indonesia Raya memandang bahwa 

Administrasi kependudukan perlu mendapatkan perhatian 

serius, karena menyangkut hak dan kewajiban warga 

Negara. Terkait dengan adanya percetakan data ganda dari 

Administrasi Kependudukan seperti KTP, kami meminta 

penjelasan terkait adanya percetakan data ganda yang ada 

pada masyarakat, serta langkah dan upaya apa yang 

dilakukan dalam penanganan permasalahan tersebut. 

3) Terkait dengan kepengurusan administrasi 

kependudukan. Banyak dari masyarakat yang belum 

memperbarui administrasi kependudukan seperti KK 

dengan alasan pelayanan yang rumit serta banyak 

masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dengan 

alasan biaya yang tidak sedikit untuk mengurusnya. 
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Fraksi Gerakan Indonesia Raya meminta penjelasan 

mengenai hal tersebut. 

4) Pada dasarnya, Fraksi Gerakan Indonesia Raya 

menyambut baik adanya Raperda Penyelenggaran 

Administrasi Kependudukan sebab banyak sekali keluhan-

keluhan masyarakat di Kabupaten Kebumen terkait 

dengan kepengurusan Administrasi Kependudukan. Kami 

memandang bahwa perlu adanya jaminan dari pemerintah 

disemua tingkatan dalam mengurus administrasi 

kependudukan tidak ada pungutan, serta dalam 

mempersiapkan penerbitan baik KTP maupun KIA harus 

di pastikan bahwa perangkat yang mendukung seperti 

blangko harus selalu tersedia. Kemudian dinas terkait 

juga harus mempunyai target minimal dan maksimal 

berapa yang mendapatkan KTP maupun KIA. Fraksi 

Gerakan Indonesia Raya meminta data terkait jumlah yang 

sudah melakukan perekaman E-KTP dari jumlah wajib 

pemilik E-KTP serta cakupannya berapa persen. 

5) Fraksi Gerakan Indonesia Raya juga memberikan saran 

bahwa pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya 

kepada masyarakat terkait dengan informasi 

kepengurusan Administrasi Kependudukan, serta perlu 

adanya edukasi kepada masyarakat terkait dengan 
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perawatan dokumen kependudukan mengingat banyak 

ditemukan di masyarakat mengenai pencetakan kembali 

dokumen kependudukan yang hilang.  

2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa  

1) Fraksi Gerakan Indonesia Raya memberikan apresiasi 

kepada pemerintah terkait dengan penyampaian Raperda 

tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam hal ini kami 

Fraksi Gerakan Indonesia Raya juga memandang bahwa 

dalam pengangkatan Kepala Desa hendaknya menjaga 

pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian 

Kepala Desa yang jujur dan adil yang dilakukan secara 

langsung, umum, bebas dan rahasia. 

2) Fraksi Gerakan Indonesia Raya juga meminta bahwa 

fungsi pengawasan dalam pemilihan, pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan oleh lembaga 

atau instansi terkait dilaksanakan dengan baik dan 

apabila terdapat adanya pelanggaran hendaknya diberikan 

sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera bagi yang 

melanggar aturan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih 
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tegas dalam menyikapi pelanggaran dalam proses 

Pemilihan Kepala Desa karena penyelesaian permasalahan 

pemilihan kepala desa berada pada rana proses dan hasil. 

3) Terkait dengan Pemungutan suara elektronik/electronic 

voting yang selanjutnya disingkat e-voting yakni  

pemungutan suara dan perhitungan suara menggunakan 

perangkat elektronik atau teknologi informasi dan 

komunikasi. Fraksi Gerakan Indonesia Raya memandang 

bahwa E-voting sering dilihat sebagai alat untuk 

memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada 

penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil 

pemilu, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses 

pemilu. Namun, apakah sudah ada antisipasi terhadap 

keamanan dan kerahasiaan saat digunakan, mengingat 

bahwa di desa masih banyak masyarakat yang sudah 

lanjut usia dan kebanyakan dari mereka tidak paham 

tentang teknologi.  
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Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia, 

 

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia 

Raya terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda 

Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.  

Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum banyak hal-

hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati atas 

nama Fraksi Gerakan Indonesia Raya kami memohon maaf yang 

setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

Wassalaamu‘alaikum Warohmatulloh  Wabarokaatuh. 

FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

 

 

 

Ketua 

 

 

 

 

Dodi Suprijanto 

 

Sekretaris 

 

 

 

 

Bagus Setiyawan 


